PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RICHARD ARNALDO, SE., MSA.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubemur Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjan;ji akan :

1. Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinega tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat d;'alerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik

Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,  Februari 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
H. RUSDY MASTURA RICHARD ARNALDO, SE., MSA.

NIP 10821123 2000604 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
No TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 2) 3) @)
1 [Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah = Indeks reformasi Birokrasi 64
2 [Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan - Kontribusi PDRB sektor perdagangan 6.90%
- Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan - Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 5.849 88 Juta USD
- Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang 46 %
kebutuhan pokok
- Inflasi pangan bergejolak 3-5%
3 |Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan - Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas 12.00%
- Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas - Nilai ekspor produksi industri non-migas 1.646 Juta USD
- Jumlah tenaga kerja di sektor industri 68.000 Jiwa
- Cakupan bina pelaku [KM 11-14%
Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Provinsi = Rp. 18,676,956,138 APBD
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan = Rp. 309,763,100 APBD
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan = Rp. 170,080,450 APBD
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting = Rp. 3,009,921,500 APBD
5 Program Pengembangan Ekspor = Rp. 643,876,800 APBD
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen = Rp 2,073,894,383 APBD
T Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri = Rp. 280,974,900 ) APBD
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri = Rp. 3,371,690,698 APBD
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri = Rp. 274,429,950 APBD
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional = Rp. 279,049,700 APBD
1L Program Perdagangan Dalam Negeri = Rp. 484,905,000 APBN
12 Program Perdagangan Luar Negeri = Rp. 239,064,000 APBN
13. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri = Rp. 1,346,610,000 APBN

GUBERNUR PROVINSI SULAWES] TENGAH

H. RUSDI MASTURA

Palu, 7 Februari 2023

KEPALA DINAS PERIND IAN DAN PERDAGANGAN
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